
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.223, 2019 KEMENDAG. Verifikasi atau Penelusuran Teknis 

terhadap Ekspor Kelapa Sawit, Crude Palm Oil 

(CPO), dan Produk Turunannya. Pencabutan. 
 

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 17 TAHUN 2019 

TENTANG 

PENCABUTAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 54/M-

DAG/PER/7/2015 TENTANG VERIFIKASI ATAU PENELUSURAN TEKNIS 

TERHADAP EKSPOR KELAPA SAWIT, CRUDE PALM OIL (CPO), DAN PRODUK 

TURUNANNYA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN 

MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 90/M-DAG/PER/10/2015 TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 54/M-

DAG/PER/7/2015 TENTANG VERIFIKASI ATAU PENELUSURAN TEKNIS 

TERHADAP EKSPOR KELAPA SAWIT, CRUDE PALM OIL (CPO), DAN PRODUK 

TURUNANNYA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a.  bahwa untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan 

ekspor Kelapa Sawit, Crude Palm Oil (CPO), dan Produk 

Turunannya, dan untuk melaksanakan hasil keputusan 

Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian di Kementerian 

Koordinator Bidang Perekonomian, perlu mencabut 

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor  

54/M-DAG/PER/7/2015 tentang Verifikasi atau 

Penelusuran Teknis terhadap Ekspor Kelapa Sawit, Crude 

Palm Oil (CPO), dan Produk Turunannya sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan 

Nomor 90/M-DAG/PER/10/2015 tentang Perubahan 
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atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/M-

DAG/PER/7/2015 tentang Verifikasi atau Penelusuran 

Teknis terhadap Ekspor Kelapa Sawit, Crude Palm Oil 

(CPO), dan Produk Turunannya; 

b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Menteri Perdagangan tentang Pencabutan Peraturan 

Menteri Perdagangan Nomor 54/M-DAG/PER/7/2015 

tentang Verifikasi atau Penelusuran Teknis terhadap 

Ekspor Kelapa Sawit, Crude Palm Oil (CPO), dan Produk 

Turunannya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Perdagangan Nomor 90/M-DAG/PER/10/2015 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan 

Nomor 54/M-DAG/PER/7/2015 tentang Verifikasi atau 

Penelusuran Teknis terhadap Ekspor Kelapa Sawit, Crude 

Palm Oil (CPO), dan Produk Turunannya; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang 

Pengesahan Agreement Establishing The World Trade 

Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi 

Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1994Nomor 57, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3564); 

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang 

Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor  

10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661); 

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 
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4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang 

Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5512); 

5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang 

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 

6. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 90); 

7. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang 

Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan 

Kelapa Sawit (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 105) sebagaimana telah beberapa kali 

diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 66 

Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan 

dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 135); 

8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-

DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 202); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG 

PENCABUTAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN 

NOMOR 54/M-DAG/PER/7/2015 TENTANG VERIFIKASI 

ATAU PENELUSURAN TEKNIS TERHADAP EKSPOR KELAPA 

SAWIT, CRUDE PALM OIL (CPO), DAN PRODUK  

TURUNANNYA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN 

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR  

90/M-DAG/PER/10/2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR  

54/M-DAG/PER/7/2015 TENTANG VERIFIKASI ATAU 
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PENELUSURAN TEKNIS TERHADAP EKSPOR KELAPA SAWIT,  

CRUDE PALM OIL (CPO), DAN PRODUK TURUNANNYA. 

 

Pasal 1 

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/M-

DAG/PER/7/2015 tentang Verifikasi atau Penelusuran Teknis 

terhadap Ekspor Kelapa Sawit, Crude Palm Oil (CPO), dan 

Produk Turunannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 1070) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90/M-

DAG/PER/10/2015 tentang Perubahan atas Peraturan 

Menteri Perdagangan Nomor 54/M-DAG/PER/7/2015 tentang 

Verifikasi atau Penelusuran Teknis terhadap Ekspor Kelapa 

Sawit, Crude Palm Oil (CPO), dan Produk Turunannya (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1607) dicabut 

dan dinyatakan tidak berlaku. 

 

Pasal 2 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 7 (tujuh) hari 

terhitung sejak tanggal diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 25 Februari 2019 

 

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd. 

 

ENGGARTIASTO LUKITA 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 28 Februari 2019 

 

DIREKTUR JENDERAL  

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

                  ttd. 

 

WIDODO EKATJAHJANA 
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